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ABSTRAK

Seksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial atas tingkah laku dan
pikiran yang ditundukkan dan diarahkan kepada kepentingan-kepentingan
tertentu. Konstruksi tersebut melahirkan pendisiplinan seksualitas masyarakat.
Pendisiplinan seksualitas ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya
melalui hukum tentang hubungan keluarga, karena berbicara seksualitas sangat
erat kaitannya dengan keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga menjadi alat
konstruksi dan pendisiplinan seksualitas masyarakat adalah Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang
mewakili negara di satu sisi dan ideologi Islam di sisi lainnya. Kedua peraturan ini
merupakan hasil relasi dari pengetahuan dan kekuasaan yang membentuk wacana
seksualitas masyarakat yang kemudian dilegitimasi dalam peraturan tersebut.
Konstruksi ini tentu akan mereduksi seksualitas masyarakat sendiri.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar yaitu, apa wacana
seksualitas yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI dan bagaimana wacana
seksualitas tersebut dikonstruksi dalam UUP dan KHI, serta bagaimana implikasi
dari konstruksi tersebut bagi hukum keluarga saat ini dan masyarakat secara
umumnya.

Penelitian ini merupakan library research atau penelitian pustaka dengan
data primernya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam. Dari UUP dan KHI tersebut, penelitian ini mencoba
menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif serta menganalisis wacana
seksualitas dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan yang dipakai adalah
pendekatan antropologi hukum, di mana UUP dan KHI ditempatkan sebagai
sebuah hasil karya cipta manusia yang menjadi rujukan kebenaran tentang
perkawinan. Pendekatan ini menggunakan teori analisis wacana kritis (Critical
Discourse Analysis/CDA) dalam menganalisis wacana seksualitas dalam UUP dan
KHI.

Penelitian ini menemukan bahwa UUP dan KHI merupakan salah satu alat
legitimasi seksualitas masyarakat Indonesia dalam hubungan keluarganya.
Sehingga dalam UUP dan KHI ditemukan konstruksi-konstruksi wacana
seksualitas, seperti perkawinan heteroseksualitas, poligami, usia perkawinan, hak
dan kewajiban suami istri, status anak, wali, mahar, dan pasal-pasal yang
mengindikasikan relasi laki-laki dan perempuan. Wacana-wacana seksualitas ini
dibentuk melalui dan berujung pada berbagai Kontestasi kepentingan, pemahaman
gender dan semangat nasionalisme. Konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI
cenderung menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Sehingga
perempuan selalu terdiskriminasi dan tersubordinasi dalam hal seksualitasnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstruksi seksualitas dalam UUP dan
KHI tidaklah seimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan, karena lebih
cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang diuntungkan. Hal ini
mengakibatkan sering terjadi penggugatan terhadap UUP dan KHI tersebut dan
juga semakin meningkatnya permasalahan keluarga yang berujung pada
perceraian, di mana pihak perempuan yang lebih banyak mengajukan gugatan
cerai.

Kata kunci: Konstruksi seksualitas, UUP, KHI, analisis wacana kritis.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987. Berikut akan

dijelaskan secara umum.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
b Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba' B Be
< Ta' T Te
& Sa' S es titik atas
z Jim J Je
z Ha' H ha titik di bawah
& Kha' Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet titik di atas
J Ra' R Er

Vi




J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es titik di bawah
Ul Dad D de titik di bawah
L Ta' T te titik di bawah
L zZa' 74 zet titik di bawah
¢ ‘Ain koma terbalik (di atas)
d Gayn G Ge

- Fa' F Ef

S Qaf Q Qi

S Kaf K Ka

Jd Lam L El

B Mim M Em

O Nin N En

K Waw w We

° Ha' H Ha

¢ Hamzah e Apostrof
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

Oenia ditulis muta‘aqqidin
3 ditulis ‘iddah
C. Ta' marbutah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis h:
A ditulis Hibah
Lo ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

A dani ditulis ni'matullah
hdll 88 ditulis zakatul-fitri
D. Vokal Pendek
ditulis A
—_ Fathah -
- ditulis daraba
Qaa — .
ditulis i
_ Kasrah _ .
. ditulis fahima
e
’ Dammah -
- ditulis u
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S ditulis kutiba

E. Vokal Panjang:

1 fathah + alif Ditulis A
idals Ditulis Jahiliyyah

2 fathah + alifmaqstr Ditulis A
S Ditulis yas'a

3 kasrah + yamati Ditulis I
2 Ditulis Majid

4 dammah + waumati Ditulis U
U8 Ditulis Furad

F. Vokal Rangkap:

1 fathah + ya mati Ditulis Ai

aSiu Ditulis Bainakum
2 fathah + wau mati Ditulis Au

Ja Ditulis Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.
ail) Ditulis a‘antum
Gacd Ditulis u'iddat
A S il Ditulis la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam



1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

ol all

ol

g

Ditulis

Ditulis

Al-Qur'an

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

huruf

el Ditulis Asy-Syams
elaudl Ditulis As-Sama'
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya
o5l 5 5 ditulis Zawi al-Furad
Al Ja) ditulis Ahl as-Sunnah




MOTTO

It matters not how strait the gate,
How charged with punishment the scroll,
I am the master of my fate,

I am the captain of my soul,

Invictus, William Ernest Henley
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan
manusia adalah permasalahan seks. Permasalahan seks muncul ketika
seseorang tidak mampu mengontrol naluri seks yang muncul dalam dirinya,
sehingga kadang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Melihat
hal ini, Islam datang mengendalikan naluri seks manusia. Islam menganggap
naluri seks sebagai sebuah kekuatan alami dalam kejadian manusia yang harus
diarahkan dan dimanfaatkan pada batas-batas tertentu. Naluri seks mempunyai
aturan-aturan khusus seperti naluri-naluri lainnya.! Tujuan pengaturan ini
adalah untuk menjamin kestabilan masyarakat dari kerusakan-kerusakan yang
ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seks.

Persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung dan kemudian diatur
oleh al-Quran antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan
suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dan juga persoalan penyimpangan-
penyimpangan seksual, seperti kisah kaum Nabi Luth yang mempraktikkan

homoseksual.® Oleh karena itu, berbicara tentang seksualitas, tidak bisa

! Fathi Yakan, Islam dan Seks, alih bahasa Syafril Halim (Jakarta: CV. Firdaus, 1990),
hal. 24.

2 Ibid., hal. 27.
® Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam,” dalam Abdul Mogqsit Ghozali dkk., Tubuh

Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan (Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation dan LKiS,
2002), hal. 205.



dilepaskan dari pembicaraan tentang keluarga. Dengan demikian, seks menjadi
hal yang perlu dibicarakan dan dianalisis demi ketenteraman serta
kesejahteraan hidup keluarga.

Ketika seks telah dibicarakan dalam tataran yang sangat luas dan
dikonstruksi sehingga menjadi suatu wacana yang harus diikuti. Konstruksi
sosial atas konsep tentang nilai, orientasi dan perilaku yang berkaitan dengan
seks inilah kemudian disebut seksualitas. Michel Foucault memperlihatkan
bahwa seksualitas bukanlah dorongan dari dalam atau bersifat biologis,
melainkan merupakan bentuk perilaku dan pikiran yang ditundukkan atau
ditempa oleh relasi-relasi kekuasaan yang dijalankan untuk tujuan-tujuan yang
lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri.> Hal ini diikuti oleh Anthony
Giddens yang mendefinisikan seksualitas sebagai konstruksi sosial yang
beroperasi dalam wilayah-wilayah kekuasaan, tidak semata-mata sekumpulan
dorongan biologis yang menemukan -atau tidak menemukan- pelepasannya.®

Pemahaman tentang seksualitas ini menjadi sangat jelas ketika kita
mencoba memaknai seks sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis saja
sedang seksualitas bukanlah sebagai sebuah given (kodrat) biologis yang sudah

dari sananya. Seksualitas merupakan sebuah bentukan tentang perilaku, nilai,

* Mochamad Sodik, “Menyoal Bias Gender dan Mitos Seksualitas,” dalam Mochamad
Sodik (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag
RI dan McGill-1ISEP-CIDA, 2004), hal. xiii.

® Ratna Batara Munti, Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global (Yogyakarta:
LKIiS, 2005), hal. 26. Lihat juga, Michel Foucault, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, alih bahasa
Rahayu S. Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 27.

¢ Anthony Giddens, Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in
Modern Societies (California: Stanford University Press, 1992), hal. 23.



norma, etika seks, yang diarahkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu
oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, konstruksi seksualitas dapat kita
artikan sebagai sebuah bentuk pendisiplinan seksualitas seorang individu
kepada kepentingan-kepentingan tertentu.

Konstruksi seksualitas yang terjadi sangat berkaitan erat dengan
ideologi kultural yang membingkai relasi gender yang ada. Bila ideologi
tersebut membiaskan kepentingan salah satu jenis kelamin, maka konstruksi
seksualitas akan cenderung merugikan jenis kelamin lainnya. Konstruksi
seksualitas juga berakar pada ideologi kultur yang ditegakkan berdasarkan
pada kerangka normatif yang dominan, sebagaimana halnya konstruksi gender.
Kerangka normatif yang dominan di Indonesia adalah agama Islam, mengingat
sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga konstruksi
seksualitas yang ada tentu banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran
agama Islam yang berkembang.’

Agama Islam merupakan salah satu yang memproduksi pengetahuan
tentang seksualitas demi terciptanya ketertiban umat. Di mana agama
mengambil peran dalam menentukan seksualitas seseorang. Orang akan
diarahkan kepada seks yang baik menurut agama dan seks yang dianggap
menyimpang dari ajaran agama. Dalam hal ini orang akan mematuhi
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agama tersebut. Seperti dalam Surat

An-Nisa (4): 19, yaitu;

’ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “pengantar,” dalam Irwan Abdullah dkk., Islam dan
Konstruksi Seksualitas (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka
Pelajar, 2002), hal. vii.
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Kewajiban suami adalah mempergauli istrinya dengan baik. Pergaulan
yang dimaksud secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal
yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang
dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung
arti secara baik.” Sehingga dengan adanya ayat tersebut maka pergaulan
seorang suami dan istri haruslah secara baik. Ketika pergaulan suami istri tidak
baik maka itu tidaklah sesuai dengan ajaran agama.

Di samping agama, ada negara yang juga mengambil peran dalam hal
ini. Dalam upaya menertibkan masyarakatnya mau tak mau negara harus
melakukan peran tersebut. Negara ikut serta mengonstruksi wacana seksualitas
masyarakatnya. Konstruksi seksualitas dilakukan oleh negara melalui
apparatus negara baik represif maupun ideologis.’® Apparatus negara represif
bekerja melalui kekerasan atau represi, seperti polisi, penjara. Ketika
seksualitas dikonstruksi maka peran dari apparatus negara represif ini misalnya
menangkap dan merepresi orang-orang yang seksualnya menyimpang dari
yang telah ditentukan. Sedangkan dalam apparatus negara ideologis bekerja

melalui sebuah ideologi dan tidak merepresi. Salah satu apparatus negara

® An-Nisa (4): 19.

% Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 160.

0 Negara dalam pandangan Althusser memiliki apparatus represif dan apparatus
ideologis. Apparatus represif bekerja dengan represi dan tekanan serta kekerasan, sedangkan
apparatus ideologis bekerja melalui ideologi, lihat Louis Althusser, Tentang ideologi, alih bahasa
Osly Vinoli Arnof (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hal. 21. Lihat juga, Louis Althusser, Filsafat
Sebagai Senjata Revolusi (Yogyakarta: Resistbook, 2007), hal. 165.



ideologis adalah hukum. Negara mengeluarkan berbagai hukum dan peraturan
perundang-undangan yang tujuannya menundukkan masyarakat secara
ideologis. Dengan demikian seksualitas seseorang dikonstruksi melalui
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut yang
harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Jika tidak diikuti maka apparatus
negara represif akan bertindak.

Dalam hal perkawinan di Indonesia, apparatus negara ideologis yang
berperan penting adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UUP). Tujuan dari hadirnya Undang-undang perkawinan ini
adalah pertama, unifikasi hukum keluarga, yaitu penyatuan hukum-hukum
yang selama ini tercerai dalam bentuk paham-paham mazhab-mazhab tertentu.
Kedua, untuk mengangkat status wanita, di mana selama ini wanita selalu
menjadi yang kedua, termarjinalkan. Ketiga, yaitu untuk merespon
perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep yang selama ini dipakai
dianggap kurang mampu menjawabnya.**

Dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut, kita bisa melihat
bahwa hadirnya undang-undang ini tidak lain adalah untuk mendisiplinkan
masyarakat dalam hal hubungan keluarga. Dengan demikian permasalahan-
permasalahan keluarga yang muncul dapat diselesaikan, karena telah ada
undang-undang yang mengaturnya. Dengan adanya Undang-undang tersebut

maka segala urusan yang terkait perkawinan berlaku secara nasional, termasuk

' Khoiruddin Nasution, “Sejarah Singkat Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim,”
dalam H. M. Atho’ Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam
Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Figh (Jakarta:
Ciputat Press, 2003), hal. 11.



seluruh agama, ras, suku, etnik, yang ada di Indonesia tunduk pada undang-
undang ini. Sehingga secara tidak langsung pengaruh agama besar dalam
undang-undang ini.*?> Seperti adanya pasal 30-34 tentang kewajiban suami istri
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai kesesuaian
dengan ajaran Islam tentang menggauli istri dengan baik.

Salah satu hukum yang secara khusus mewakili aturan agama Islam
tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam
(KHI) juga mengambil perannya dalam mengatur hubungan keluarga. Seperti
halnya UUP, munculnya KHI juga merupakan sebuah respon perkembangan
dan tuntutan zaman. KHI hadir sebagai penyatu hukum keluarga Islam yang
terpisah-pisah dalam kitab-kitab figh klasik dari berbagai mazhab. Berbeda
dengan UUP, KHI sifatnya tidaklah mengikat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah alat pengontrol dan pendisiplinan
masyarakat dalam hal hubungan keluarga. Salah satu yang didisplinkan dan
dikontrol adalah seksualitas keluarga. Sehingga seksualitas keluarga
dikonstruksi dalam UUP dan KHI tersebut dalam upaya menciptakan
ketertiban dan ketenteraman kehidupan keluarga. Oleh karena itu penulis ingin
melihat wacana seksualitas apa yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI.
Bagaimana wacana seksualitas itu di konstruksi dalam UUP dan KHI. Penulis
mengambil UUP dan KHI karena keduanya mewakili ideologi dominan dalam

masyarakat Indonesia, yaitu negara di satu sisi dan agama Islam di sisi lain.

2 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
Perbandingan Figh dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 30.



UUP merupakan aturan yang ditetapkan pemerintah tentang keluarga yang
berskala nasional, di mana segala agama, ras, etnis, suku diatur dalam undang-
undang ini. Sedang KHI lebih didominasi ideologi Islam di dalamnya. KHI
lebih cenderung mengatur kehidupan keluarga Muslim Indonesia.

Sebuah konstruksi tentu akan menghasilkan sebuah dampak dan
resistensi. Oleh karena itu penulis juga akan mencari dampak yang ditimbulkan
dari konstruksi seksualitas dalam ranah privat keluarga ini. Dan juga resistensi
yang muncul seiring dengan munculnya konstruksi tersebut. Sebuah konstruksi
biasanya mendasari ideologi kultural yang dominan. Di Indonesia, ideologi
patriarki biasanya lebih mendominasi kehidupan masyarakat. Dengan memakai
kacamata konstruksi seksualitas ini penulis mencoba membongkar ideologi
patriarki dalam UUP dan KHI. Berangkat dari permasalahan dan pertanyaan-
pertanyaan itulah penulis mencoba mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang
berjudul “Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi Terhadap
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam)”.

. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah
dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:
1. Apa wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam Undang-undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?



2. Bagaimana wacana Seksualitas dikonstruksi dalam Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

3. Bagaimana implikasi dari konstruksi seksualitas dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi

keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil beberapa
tujuan dari penelitian ini, yaitu:
1. Untuk menjelaskan wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam
2. Untuk menjelaskan bagaimana wacana seksualitas dikonstruksi dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam
3. Untuk menjelaskan implikasi dari konstruksi seksualitas dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam terhadap kehidupan keluarga.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
1. Kegunaan teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan
sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya tentang konstruksi
seksualitas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan pemahaman terhadap konstruksi
seksualitas melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan
dalam pengembangan pemikiran hukum menuju hukum Indonesia
yang dinamis dan relevan terhadap masalah-masalah hukum

kontemporer, khususnya dalam masalah seksualitas keluarga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap perundangan hukum keluarga Indonesia telah
banyak dilakukan. Berbagai aspek kemudian dikaji dalam penelitian tersebut,
di mana objek kajian mereka tidak lepas dari undang-undang perkawinan di
Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Skripsi Arjuwin Taqwa, yang berjudul, “Hak dan Kewajiban Suami-
Istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam”. Arjuwin ingin melihat bagaimana hak dan kewajiban suami-istri
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, yang ditinjau dari perspektif gender. Dari hasil
penelitiannya Arjuwin memaparkan bahwa secara eksplisit, hak dan kewajiban
suami-istri dalam hukum perkawinan Indonesia di era kontemporer ini terkesan
bias gender. Pasal-pasal dalam KHI dan UUP masih mendeskriminasikan serta

mensubordinasikan kaum hawa. Pasal-pasal tersebut mendikhotomi antara
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ruang publik dan privat, yang mana itu tentu tidak relevan dengan kondisi
bangsa Indonesia yang mulai berkembang secara pandangan hidup. Arjuwin
menawarkan supaya kedua sumber hukum tersebut didekonstruksi dengan
menggunakan konsep baru yang lebih bersifat egalitarian.*®

Selanjutnya skripsi Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam
Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”.
Surya ingin mencari bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
juga bagaimana pandangan syari’ah (hukum Islam) terhadap ketentuan
tersebut. Dalam penelitiannya, Surya menemukan bahwa UUP dan KHI
mengatur tentang perjanjian perkawinan selama perjanjian tersebut tidak
melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hasil penelitiannya
melihat bahwa ketentuan perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI telah
memenuhi prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan syari’ah, yakni asas
kebebasan, asas konsesualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan dan
keadilan, asas kemashlahatan dan asas amanah.™

Hampir sama dengan Surya mulyani, Ishanudin Rais juga membahas

konsep perjanjian perkawinan dalam skripsinya yang berjudul, ‘“Perjanjian

B3 Arjuwin Taqwa, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Gender (Studi Kritis
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam,” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga (2009).

Y Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di
Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52
Kompilasi Hukum Islam),” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga (2009).
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Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No. 1Tahun 1974 dengan Kompilasi
Hukum Islam)”. Bedanya, Ishanudin hanya memfokuskan penelitiannya
kepada bagaimana perbedaan dan persamaan konsep perjanjian perkawinan
dalam UUP dan KHI. lhsanudin menyimpulkan bahwa meskipun perjanjian
perkawinan belum dilembagakan secara khusus dalam hukum Islam, namun
mayoritas ulama membolehkannya. Perjanjian perkawinan dalam UUP masih
dipengaruhi oleh huwelijksvoorwaarden dalam BW. Sedang KHI sudah
merupakan perpaduan antara hukum Islam dan adat, dengan tetap merujuk
pada hukum perdata Belanda (KUH Perdata).™

Skripsi Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter
Legal Draft (CLD))”. Masalah yang ingin dibahas oleh Riyanto adalah latar
belakang rumusan minimal usia perkawinan yang ditetapkan KHI dan CLD
serta relevansinya dalam mencapai tujuan perkawinan. Riyanto melihat bahwa
latar belakang penyusunan KHI adalah maraknya kasus pernikahan dini, karena
sebelumnya para hakim berpedoman pada kitab-kitab figh. Selain itu juga
sebagai upaya menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta
meningkatnya pertumbuhan penduduk. Sedang latar belakang dari CLD adalah
CLD merupakan hasil kajian kritis terhadap KHI yang dianggap sudah tidak
relevan bagi masyarakat dan juga respon terhadap kenyataan bahwa penetapan

usia perkawinan dalam KHI bertentangan dengan beberapa peraturan

1% Ishanudin Rais, “Perjanjian Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No. 1Tahun 1974
dengan Kompilasi Hukum Islam),” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga (2005).
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perundangan di Indonesia. Sehingga Riyanto berkesimpulan bahwa perubahan
usia perkawinan dalam Undang-undang merupakan sebuah keniscayaan.®

Sedangkan pembicaraan tentang konstruksi seksualitas di era
globalisasi ini sangatlah tidak asing lagi. Telah banyak para penulis yang
membeberkan tentang seksualitas dalam karya-karyanya. Ada beberapa buku
dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Di antaranya;

Tesis Yuni Huraini, yang berjudul, Islam dan Konstruksi Seksualitas
Perempuan (Studi kasus tentang Perempuan Anggota majelis Taklim Nurul
Masyrik, Ujung berung, Bandung). Yuni ingin mengetahui penafsiran nilai-
nilai agama yang membentuk pemahaman, penghayatan, dan pengalaman
perempuan tentang seksualitas. Ide-ide religius yang membentuk persepsi
individual itu kemudian digali sebagai pengalaman perempuan yang
bersinggungan dengan realitas dirinya, suaminya, norma sosialnya, dan
religiusitasnya. Dari hasil penelitiannya, Yuni memperlihatkan bahwa
pandangan tentang seksualitas sulit diungkapkan. Perempuan menempatkan
dirinya sebagai pihak yang harus menerima segala keinginan laki-laki karena
memandang bahwa perintah agama mengharuskan istri untuk mematuhi suami.
Ketakutan akan ketidakpatuhan terhadap ajaran agama dan dosa menyebabkan
perempuan merasa berkewajiban untuk tidak menolak segala keinginan suami.
Dorongan seksual, meskipun diakui sebagai hal yang manusiawi dan berhak

dimiliki oleh setiap orang, pada kenyataannya sulit diperoleh perempuan

18 Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)),” skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).
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karena tabu untuk dibicarakan dan perempuan tidak layak memperlihatkan
keinginan itu.*’

Buku yang berjudul “Islam dan Konstruksi Seksualitas”. Buku ini
merupakan kumpulan tulisan yang membahas tentang keberadaan agama Islam
di satu sisi dan konstruksi seksualitas di sisi lain. Kumpulan tulisan ini
mencoba mempertanyakan kembali konstruksi seksualitas yang telah ada.
Wacana seksualitas yang ada cenderung memarginalkan perempuan.
Konstruksi seksualitas yang pada gilirannya menjadi faktor pemicu timbulnya
kekerasan. Dan untuk membongkar hal itu tidak dapat dilakukan tanpa
bersinggungan dengan pemahaman dan pemikiran agama Islam yang
berkembang. Tulisan-tulisan tersebut seperti menstruasi sebagai mitos dan
konstruksi kultural, konstruksi seksualitas dan hak-hak reproduksi perempuan,
dan juga membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan
dalam tulisan-tulisan tersebut hampir sama. Di mana adanya upaya
dekonstruksi seksualitas yang telah ada. Jawaban dari pertanyaan pun hampir
sejalan yaitu bahwa perlu adanya pemahaman baru terhadap seksualitas yang
telah dikonstruksi selama ini dengan memahami ajaran agama lebih
mendalam.*®

Selanjutnya karya Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam”, dalam

buku “Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai

Y Yuni Huraini, “Islam dan Konstruksi Seksualitas Perempuan (Studi Kasus tentang
Perempuan Anggota Majelis Taklim Nurul Masyrik, Ujung Berung, Bandung),” tesis Universitas
Indonesia.

8 |rwan Abdullah dkk., Islam dan Konstruksi Seksualitas, (Yogyakarta: PSW IAIN
Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002).
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Pemikiran Ulama Muda”. Tulisan Syafig mencoba membongkar persoalan
seksualitas dari kacamata Islam dan juga kacamata lain. Pertanyaan pertama
yang dilontarkan Syafiq adalah bagaimana konsep seksualitas manusia apakah
itu merupakan sesuatu yang given (kodrati) atau sebuah konstruksi sosial,
setelah itu jelas baru dilanjutkan kepada bagaimana pandangan Islam terhadap
persoalan itu. Seksualitas dalam pandangan Syafiq merupakan sebuah
konstruksi sosial. Sehingga dalam menjawab berbagai penyimpangan seksual
yang tidak sesuai dengan ajaran agama, Syafig menyarankan perlu dicari jalan
tengah dengan cara melihat kembali potensi-potensi dinamis agama tersebut.*®

Buku Ratna Batara Munti, yang berjudul “Demokrasi Keintiman:
Seksualitas di Era Global”. Pertanyaan mendasar dari buku Ratna adalah
bagaimana konstruksi seksualitas saat ini ketika bersinggungan dengan
globalisasi. Ratna membeberkan wacana seksualitas yang menurutnya tak lepas
dari pengaruh globalisasi. Wacana seksualitas telah mengalami pergeseran
yang mendalam menurut Ratna, di mana ia mencoba menganalisis
perselingkuhan sampai wacana poligami. Seiring laju globalisasi, ruang-ruang
intim yang sebelumnya terlarang untuk diakses oleh publik satu demi satu
terbuka. Seks telah menjadi konsumsi publik. Namun, di satu sisi, ratha melihat
bahwa globalisasi juga memungkinkan seksualitas dimaknai ulang, bahkan

menjadi ajang perebutan identitas, misalnya maraknya muncul gerakan-

19 Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam,” dalam Abdul Mogsit Ghozali dkk., Tubuh,
Seksualitas, dan kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, (Yogyakarta:
Rahima, The Ford Foundation, dan LKiS, 2002), hal. 195.
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gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, yang merupakan bentuk
dari kontestasi identitas itu.?

Buku Moh Yasir Alimi, “Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: dari
Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama”. Yasir Alimi mempertanyakan
bagaimana seksualitas direpresentasikan di Indonesia, serta bagaimana
pertautan yang terjadi antara nasionalisme, gender dan seksualitas. Bagaimana
nasionalisme dan seksualitas dikonstruksikan dalam media. Yasir Alimi
menelisik seksualitas dalam konteks nasionalisme. la membaca bagaimana
wacana seks terkait erat dan dipengaruhi oleh wacana kebangsaan yang
berkembang. Penelitiannya menunjukkan bahwa nasionalisme di satu sisi
mengalamiahkan konstruksi maskulinitas dan seksualitas, di sisi lain
seksualitas mengalamiahkan identitas nasional, yang sebenarnya selalu dalam
proses menjadi.?

Penelitian tentang perundangan hukum keluarga cenderung membidik
permasalahan baru dalam keluarga kemudian disesuaikan dengan UUP dan
KHI. Di samping itu penelitian lebih banyak membahas ketimbangan gender.
Dalam hal ini penelitian tersebut hanya mencoba mengangkat isu-isu marginal
perempuan dalam undang-undang dari segi gender, yaitu perbedaan peran serta
posisi suami dan istri. Begitu pun dengan penelitian yang berkaitan dengan

seksualitas, belum ada yang secara khusus membahas seksualitas dalam

% Ratna Batara Munti, Demokrasi Keintiman, Seksualitas di Era Global, (Yogyakarta:
LKiS, 2005).

! Moh Yasir Alimi, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga
Wacana Agama, (Yogyakarta: LKiS, 2004).
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undang-undang. Oleh karena itu penulis mencoba menggabungkan kedua hal
tersebut dan membahasnya dalam sebuah skripsi, yaitu konstruksi seksualitas
keluarga dalam perundangan hukum keluarga Indonesia, khususnya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Konstruksi seksualitas berakar pada ideologi kultur yang ditegakkan
berdasarkan pada kerangka normatif yang dominan, sebagaimana halnya
konstruksi gender. Kerangka normatif yang dominan di Indonesia adalah
agama Islam, mengingat sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.
Sehingga konstruksi seksualitas yang ada tentu banyak dipengaruhi oleh
pemahaman dan pemikiran agama Islam yang berkembang.? Islam
memandang bahwa naluri seks seseorang harus diarahkan demi terciptanya
kestabilan dan keamanan masyarakat. Dalam hal seks, Islam mengaturnya
dalam perkawinan, perceraian, hubungan suami istri dan hubungan keluarga
lainnya, di samping juga ada di luar hubungan keluarga, seperti homoseksual
dan sebagainya. Selain agama sebagai institusi yang dominan juga ada negara
yang mengambil peran dalam membentuk wacana seksualitas masyarakat.
Dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seksual
yang baik dan yang buruk dalam keluarga. Di sini kita lihat bahwa konstruksi

seksualitas merupakan hasil relasi kekuasaan dan pengetahuan.

2 Sjti Ruhaini Dzuhayatin, “pengantar,” dalam Irwan Abdullah dkk., Islam dan
Konstruksi Seksualitas, hal. vii.
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Kekuasaan menurut Michel Foucault bukanlah sebuah kepemilikan,
tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang
secara strategis berkaitan satu sama lain. Foucault lebih memusatkan perhatian
kekuasaan pada individu. Di mana terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-
sistem regulasi, di mana saja ada hubungan antara satu sama lain, di situ ada
kuasa.”® Kekuasaan terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu
punya efek kuasa. Sedang penyelenggara kuasa selalu memproduksi
pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Tidak ada pengetahuan tanpa
kuasa, dan kuasa pun tidak akan ada tanpa pengetahuan. Strategi kuasa tidak
bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi,
menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol
melalui kekuasaan yang sifatnya fisik, namun dikontrol, diatur dan
didisiplinkan lewat wacana.?* Teknik disiplinisasi ini diantaranya melalui
penerapan peraturan dan berbagai prosedur kegiatan, jadwal, pelaksanaan dan
tujuan kegiatan yang menghasilkan keteraturan. Kontrol juga dilakukan dengan
memberikan ganjaran bagi yang mengikuti dan hukuman bagi yang melanggar,
bahkan kontrol mental yang lewat aturan moral dan agama.®

Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan
pengetahuan di sisi lain terjadi. Hubungan antara simbol dan yang disimbolkan

itu bukan hanya referensial tetapi juga produktif dan kreatif. Simbol yang

% Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS, 2001),
hal. 66.

2 bid., hal. 67.

% 1bid., hal. 70.
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dihasilkan wacana tersebut antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, dan
lainnya yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, tetapi juga menghasilkan
perilaku nilai-nilai dan ideologi.?® Dalam sistem kuasa inilah wacana seks
terbentuk. Sebelum sistem ini beroperasi, seks masih berdiri sendiri yang hidup
dalam diri subjek. Kemudian ketika relasi-relasi kuasa bergerak melalui
strategi wacana. Di sanalah wacana tentang seks yang dimasukkan ke dalam
matriks-matriks kuasa menjadi seksualitas. Proses ini disebut Foucault sebagai
the way in which sex is put into discourse.?’

Perkembangan wacana seksualitas ini menurut Foucault beragam asal-
usul historis dan sosial, dan metode pengaturan serta kontrol yang juga
beragam, berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ada
yang menganggapnya sebagai sesuatu yang luhur seperti dalam masyarakat
Romawi dan Yunani, ada yang mewacanakannya sebagai hal yang tabu, yang
harus dilenyapkan seperti dalam masyarakat Kristen abad pertengahan dan
masyarakat Islam. Ada juga menempatkannya sebagai salah satu bidang kajian
yang perlu didisiplinkan demi pertumbuhan ekonomi negara.?

Pada masyarakat modern saat ini, bentuk ketiga inilah yang
diterapkan. Di mana seks dijadikan sebuah kajian yang kemudian dikontrol dan
dianalisis. Salah satu yang dihasilkan wacana dalam menciptakan individu

yang disiplin dan patuh adalah hukum atau peraturan perundang-undangan.

60.

% Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, hal. 71.

27 Ampy Kali, Diskursus Seksualitas Michel Foucault (Maumere: Ledalero, 2013), hal.

2 bid., hal. 62.
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Munculnya undang-undang merupakan sebuah manifestasi dari hubungan
kuasa dan pengetahuan tadi. Di mana pada akhirnya undang-undang menjadi
sebuah instrumen penaklukan individu menjadi individu yang patuh dan
disiplin. Dalam hal ini tidaklah mengatur secara represi dan menindas, tetapi
berupa normalisasi dan regulasi. Di mana diciptakan sebuah wacana seksualitas
yang baik dan benar kemudian dilegitimasi dalam sebuah peraturan
perundangan-undangan. Atau sebaliknya, dengan adanya peraturan
perundangan tersebut mengonstruksi dan membuat sebuah wacana tentang
kebenaran seksualitas yang baik dan yang buruk. Sebuah bentuk normalisasi
dan displinisasi yang bergerak tanpa disadari oleh individu sendiri karena
individu termasuk aktor yang juga memproduksi dan menjalankan kekuasaan
itu sendiri.

Dalam memahami konstruksi seksualitas melalui perundang-undangan
ini penulis menggunakan kerja teori Critical Discourse Analysis (CDA) atau
analisis wacana kritis. Wacana, dalam analisis wacana kritis tidaklah semata
dipahami sebagai studi bahasa. Pada akhirnya bahasa memang digunakan
dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa di sini berbeda dengan bahasa dalam
pengertian linguistik. Bahasa menghubungkan pada konteks dan praktik
tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.?® Sehingga analisis wacana
kritis adalah sebuah analisis terhadap sebuah wacana tidak hanya dari segi teks,
tetapi juga konteks. Dengan memakai analisis wacana Kkritis, penulis akan

menganalisis bagaimana wacana seksualitas dikonstruksi dalam UUP dan KHI.

% Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, hal. 7.
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Dalam analisis wacana tersebut yang perlu dilihat adalah bagaimana produksi
wacana atas suatu hal diproduksi dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh
kelompok atau elemen dalam masyarakat. Jadi bukan apa yang terjadi tetapi
bagaimana setiap kelompok, terutama yang berkuasa memproduksi kebenaran
atas suatu wacana. Dengan demikian analisis wacana ini merupakan analisis

wacana Kritis dengan memakai perspektif Foucault.

F. Metode Penelitian
Metode, dalam bahasa Yunani, methodos, berarti cara atau jalan.
Berkaitan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu
cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang
bersangkutan.®® Dalam artian luas metode dapat dipahami sebagai cara
bertindak menurut aturan tertentu, bertujuan supaya kegiatan praktis terlaksana

1.3 Sedangkan

secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksima
penelitian ilmiah adalah sistem aturan yang menentukan jalan untuk mencapai
pengertian baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Metode menjamin
hakiki bagi ilmu pengetahuan, menjadi pengetahuan sistematis-metodis.*

Sehingga fungsi metode adalah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan

dalam upaya agar kegiatan penelitian ilmiah ini dapat terlaksana secara terarah

% Koentjaraningrat (ed. dan pen.), Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-10
(Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 7.

31 Akh. Minhaji, Strategies For Sosial Research: The Methodological Imagination In
Islamic Studies (Yogyakarta: Suka Press, 2009), hal. 21.

%2 1bid., hal. 22.
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dan mendapatkan hasil yang optimal.®® Jadi metode penelitian adalah ilmu
yang mempelajari tentang metoda-metoda atau ilmu tentang alat-alat untuk
mencari kebenaran.®
Adapun metode yang penulis gunakan untuk memudahkan penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan
(library research). Seluruh data yang akan digali dan akan dianalisa,
yang bersumber dari buku-buku ataupun tulisan lainnya terkhususnya
pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam. Data-data yang akan diambil tidak sebatas
pada konstruksi seksualitas saja tetapi juga hal-hal yang terkait
dengannya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-
analitik.*® Penelitian kualitatif adalah penelaahan yang dimaksudkan
untuk menganalisis soal ditinjau dari segi teknik, isi, dan editorial dan

secara teknis dimaksudkan sebagai penelaahan soal berdasarkan

%% Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him. 10.

% Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kulitatif: Pendekatan Positifistik, Rasionalitatif,
Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, cet. ke-3
(Yogyakarta: Rake Sarin,1996), hal. 4.

% M. Subana dan Sudrajat, dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia,
2005), hal. 69.
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prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal.*® Deskriptif
adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan
menggambarkan gejala tertentu.®” Setelah data terkumpul kemudian
dilakukan klasifikasi, digambarkan, diuraikan dan dianalisa secara
mendalam dan menyeluruh sehingga tergambarlah obyek yang akan
diteliti tersebut. Di samping itu akan mempermudah dalam analisa dan
pengambilan kesimpulan.
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian berguna untuk penajaman masalah dalam
penelitian. Oleh karena itu penulis akan menggunakan pendekatan
antropologi hukum. Melalui pendekatan ini, Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
merupakan cipta atau hasil pemikiran manusia yang digambarkan
sebagai sumber kebenaran dalam menentukan masalah perkawinan.
Sehingga pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kebenaran
wacana seksualitas keluarga yang dimanifestasikan dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam.
4. Sumber Data
Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber

dari:

% Sumarna Surapnata, Analisis, Vadilitas, Realibilitas dan Interprestasi Hasil Tes
Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal. 1-2.

% Saipudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 126.
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a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Dalam UUP dan KHI ini dipilih pasal-pasal yang berkaitan dengan
hubungan antara laki-laki dan perempuan, mulai dari perkawinan
itu sendiri sampai pada permasalahan status anak. Sehingga dalam
KHI hanya diambil buku I yaitu tentang perkawinan.

b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang
diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini,
serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan tema
penelitian seperti artikel-artikel dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

dengan membaca dan menalaah sumber-sumber kepustakaan, baik

dari data primer maupun data sekunder.

6. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian, penulis akan menggunakan cara

berpikir induktif dan deduktif. Induktif adalah cara berpikir untuk

memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk

menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sedang deduktif

adalah cara berpikir dalam memberi alasan dengan berpikir dan
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bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan

yang bersifat khusus.*

G. Sistematika Bahasan

Dalam memudahkan penelitian dan upaya mencari jawaban dari
penelitian ini, maka sistematika pembahasan penelitian ini penulis bagi
menjadi lima bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling
berhubungan dan berkaitan. Namun di setiap bab memiliki pembahasannya
tersendiri. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang masalah sebagai penghantar permasalahan penelitian ini, rumusan
masalah yang berisi permasalahan yang ingin dijawab. Tujuan dan juga
kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, hasil penelitian yang terdahulu yang
dapat membantu penelitian ini dan membedakan dengan penelitian yang lain,
kerangka teoritis yang akan dipergunakan sebagai teori atau pisau analisis
sekaligus sebagai kerangka berpikir terhadap penelitian ini, disamping itu ada
metode penelitian sebagai penjelasan cara dan langkah yang dipergunakan
dalam dalam penganalisis data, dan terakhir memuat sistematika pembahasan
dalam rangka untuk mensistimatiskan dalam penyusunan skiripsi ini.

Bab kedua, merupakan sebuah gambaran umum terkait dengan seks,
seksualitas dan konstruksi seksualitas. Pertama-tama akan menjelaskan

pengertian seks, seksualitas dan gender, kemudian masuk ke dalam seksualitas

% Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 235.
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keluarga dalam pandangan agama Islam. Selanjutnya adalah tentang
seksualitas sebagai sebuah wacana kekuasaan. Terakhir menjelaskan konstruksi
seksualitas yang merupakan sebuah bentuk pendisiplinan tubuh.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum peraturan perundangan-
undangan hukum keluarga di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan ini akan
dimulai dengan sejarah Undang-undang Perkawinan dan KHI. Kemudian akan
masuk pada materi Undang-undang Perkawinan dan KHI. Selanjutnya pasca
Undang-undang Perkawinan dan KHI yang menjadi tantangan bagi
pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Dan terakhir akan dijelaskan
wacana seksualitas masuk dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Bab keempat, mencoba menjawab pertanyaan bagaimana wacana
seksualitas dikonstruksi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di sini akan dijelaskan bentuk-
bentuk wacana seksualitas. Kemudian tentang implikasi dari konstruksi
seksualitas tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

Bab kelima, adalah penutup. Pada bab ini akan diberikan sebuah
kesimpulan dari penelitian ini. Di samping itu juga ada beberapa saran yang

diberikan terkait dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil tiga kesimpulan.

Kesimpulan ini merupakan analisa atas rumusan masalah yang telah

dikemukan di atas, yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah alat
legitimasi seksualitas masyarakat Indonesia dalam hubungan keluarga
mereka. Wacana-wacana seksualitas kemudian dikonstruksi dalam UUP dan
KHI. Wacana seksualitas itu yaitu, perkawinan heteroseksualitas pada pasal
1 UUP dan Pasal 1 KHI, tentang poligami pasal 3, usia perkawinan pasal 7,
kewajiban suami istri pasal 30-34 dan KHI pasal 77-80, status anak pada
pasal 42-44, dan pasal-pasal lainnya yang mengindikasikan hubungan laki-
laki dan perempuan. Pembentukan wacana ini tidak lain untuk
mendisiplinkan masyarakat dari segi seksualitasnya.

2. Wacana-wacana seksualitas yang dikonstruksi dalam UUP dan KHI.
tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kepentingan, pemahaman
akan gender dan semangat nasionalisme. Ketiga hal inilah kemudian
membentuk pola wacana seksualitas dalam UUP dan KHI. Meminjam
istilahnya Foucault, ketiga hal ini menjadi pintu masuk bagi seks untuk
memasuki altar suci wacana kekuasaan. Sedangkan kekuasaan pada saat itu

didominasi oleh program developmentalisme Soeharto dan ideologi Islam

128
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yang telah erat bercokol di Indonesia. Sehingga wacana seksualitas
diarahkan kepada keuntungan negara di satu sisi dan kepentingan Islam di
sisi lain. Hal ini mengakibatkan Pasal-pasal UUP dan KHI yang
mengandung konstruksi seksualitas tersebut mengindikasikan ideologi
patriarki. Sehingga konstruksi wacana seksualitas dalam UUP dan KHI
tersebut mensubordinasi dan mendeskriminasikan seksualitas perempuan

3. Konstruksi seksualitas dalam UUP dan KHI yang mendiskriminasi dan
mensubordinasi perempuan ini yang kemudian memunculkan persoalan
keluarga yang lebih komplek lagi. Seperti beberapa pengajuan judicial
review terhadap UUP dan munculnya CLD KHI, serta problem keluarga
yang terus meningkat di tengah masyarakat sendiri yang berujung pada
perceraian. Semua ini merupakan implikasi dari konstruksi seksualitas
tersebut yang kemudian membuktikan bahwa dengan hadirnya UUP dan

KHI permasalahan keluarga belumlah terselesaikan dengan tuntas.

B. Saran
Melihat permasalahan keluarga saat ini yang semakin meningkat yang
ditandai dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan
Agama, sudah semestinya pemerintah mencarikan solusinya. Permasalahan
keluarga Indonesia tak akan terselesaikan jika hanya bergantung pada UUP dan
KHI saja. Yang perlu dilakukan pertama kalinya adalah membuang jauh-jauh

pola pikir yang membagi antara laki-laki dan perempuan dari segi peran, hak,
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kewajiban dan segalanya. Semua yang bersumber dari ideologi patriarki yang
menempatkan posisi laki-laki selalu berada di atas perempuan.

Di samping itu UUP dan KHI perlu direvisi. Revisi ini tidak hanya
karena semangat zaman yang telah berubah. Tetapi karena melihat ke zaman
dahulu yang selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua.
Reuvisi ini kiranya juga wajib memerhatikan hak-hak seksualitas suami istri dan
keluarga. Dengan demikian tidak akan ada lagi yang terdiskriminasi dan
tersubordinasi karena peraturan perundang-udangan. Sehingga keluarga di
Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera yang pada akhirnya pun
menyejahterakan bangsa.

Selanjutnya, penelitian ini belumlah mampu menggambarkan secara
detail bagaimana seksualitas keluarga dikonstruksi dalam hukum di Indonesia.
Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang lebih dalam terkait persoalan
ini. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bagaimana sebenarnya hukum

keluarga membentuk seksualitas masyarakat tersebut.
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Dan bergaullah dengan mereka (istrimu) menurut cara yang
patut.
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Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur
dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu
adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu
tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima
tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.
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